
   
 

 

BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Ketidaksetaraan sanksi antara badan publik dengan korporasi dalam UU 

PDP terjadi karena perbedaan kedudukan dan tanggungjawab. Badan 

publik yang merupakan subjek hukum tata negara, sehingga badan publik 

hanya dikenakan sanksi administrasi. Badan publik juga bertanggungjawab 

terhadap kepentingan umum, sementara korporasi (Tokopedia) merupakan 

sebuah lembaga yang bersifat privat demi mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut maka apabila badan publik dikenakan 

sanksi pidana maka dapat memicu terganggunya kepentingan umum.  

Meskipun penjatuhan sanksi pidana kepada badan publik tidak dapat 

dilakukan, namun lebih efektif jika sanksi pidana tersebut tetap dibebankan 

kepada oknum atau pejabat publik yang melakukan pelanggaran 

sebagaimana yang dikenal dengan vicarious liability atau 

pertanggungjawaban pengganti. Penjelasan tersebut sebagaimana yang 

telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, 

salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Hal tersebut 

berbeda dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data 
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Pribadi, pemberlakuan sanksi pidana hanya diberlakukan kepada korporasi 

bukan kepada pemerintah atau badan publik. Akibatnya tidak hanya 

berdampak pada ketidakadilan antara badan publik dengan korporasi 

melainkan dapat menciptakan ketidakpastian hukum serta mengakibatkan 

kepentingan umum menjadi terganggu karena pejabat yang melakukan 

pelanggaran hanya dikenakan sanksi administrasi tanpa adanya sanksi 

pidana. 

2. Ketidaksetaraan sanksi bagi badan publik dan korporasi juga dapat 

berdampak pada ketidakpastian hukum. Meninjau kepastian hukum 

menurut pendapat Utrecht, maka kepastian hukum terdiri dari dua 

pengertian yakni yang pertama, terdapat peraturan yang bersifat umum 

yang memberikan pedoman untuk melakukan perbuatan yang 

diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Kedua, terdapat jaminan keamanan 

bagi masyarakat dari tindak kesewenangan pemerintah. Jika merujuk 

kepada pengertian kedua, maka ketidaksetaraan sanksi dalam UU PDP 

belum sepenuhnya mencerminkan kepastian hukum sehingga dapat 

berdampak terhadap ketidakpastian hukum. Hal ini terjadi karena 

ketidaksetaraan sanksi bagi badan publik dan korporasi dalam UU PDP juga 

dapat termasuk dalam jenis tindak kesewenangan yang dilakukan oleh 

pemerintah dalam hal ini pembuat undang-undang dalam merumuskan 

peraturan perundang-undangan tersebut, karena sanksi yang diterapkan 
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lebih memberatkan kepada korporasi dibandingkan dengan yang diterapkan 

kepada badan publik. 

B. Saran 

1. Penjatuhan sanksi pidana tambahan terhadap korporasi sebaiknya 

dihapuskan. Sanksi yang diberikan kepada korporasi cukup sanksi 

administrasi dan pidana denda saja, sehingga tidak terlalu memberatkan 

korporasi. Apabila hal tersebut dalam ius constituendum dipertimbangkan, 

maka dapat mencegah terjadinya ketidaksetaraan sanksi bagi badan publik 

dengan korporasi sehingga pada akhirnya mampu mewujudkan nilai 

keadilan dan kepastian hukum secara utuh khususnya kepada korporasi. 

Selain itu perlu juga diterapkan vicarious liability atau pertanggungjawaban 

pengganti kepada oknum pejabat publik yang melakukan pelanggaran 

sehingga mampu mewujudkan keadilan. 

2. Pembentuk undang-undang dalam perumusan sanksi harus memperhatikan 

ketentuan mengenai kesetaraan sanksi sehingga dapat mencegah terjadinya 

ketidakpastian hukum. Selain mempertimbangkan rumusan sanksi tersebut 

oleh pembentuk undang-undang, para penegak hukum juga harus mampu 

menginterpretasikan ketentuan sanksi dalam UU PDP dengan baik dalam 

penyelesaian persoalan mengenai pelindungan data pribadi yang 

dilakakukan oleh badan publik dan korporasi, sehingga dapat mewujudkan 

keadilan dan persamaan dihadapan hukum. 
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